LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 705 TAHUN : 2005 SERI : D

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

. a. bahwa pembentukan Peraturan Daeeahpakan salah satu syarat dalam rangka

C 1.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten gSgerg hanya dapat
terwujud apabila didukung oleh cara dan metode ymgr dan baku berdasarkan
Ketentuan yang berlaku ;

bahwa untuk mendukung kelancaran proses PembenRrkaionk Hukum Daerah
Kabupaten Serang, maka perlu memiliki Peraturan rdbae mengenai
Pembentukan Peraturan Daerah ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomorh@nT2000 tentang Tata
Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan PeraturaratD&abupaten Serang,
perlu diadakan peninjauan kembali untuk disesuaildengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, It ddnatas, perlu mengatur
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serangndéegeturan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 200@atg Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambatanbhran Negara
Nomor 4010) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 mN&® Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemieant®aerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarararié¢pmor 4437) ;

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Cata Mempersiapkan
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Re&herilan Rancangan
Keputusan Presiden ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentangiK &enyusunan Peraturan
Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-un&amgangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (kembkgara Tahun 1999
Nomor 70).

Dengan Persetujuan .............



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANBRATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perandgetah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerabh.

Bupati adalah Bupati Serang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan PeamaRiakyat Daerah Kabupaten Serang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kalbufat@ang.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pemlRetaturan Daerah yang dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perapmuesabahasan, pengesahan, pengundangan
dan penyebarluasan.

LS

7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerahaladkesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang m@&ndah mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut psakarsliri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatang
9. Peraturan Dewan adalah Peraturan Dewan PerwakdkyaRDaerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.

11. Program Legislasi Daerah adalah instrumen pereacamagram pembentukan Peraturan Daerah
yang disusun secara berencana, terpadu dan sistemat

12. Pengundangan adalah penempatan produk Hukum Ddafaim Lembaran Daerah atau Berita
Daerah.

13. Dinas/Badan/Lembaga yang selanjutnya disingkat DRIBAadalah Dinas/Badan/ Lembaga
Kabupaten Serang.

14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya dairgperda adalah Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang.

BAB Il
ASAS PERATURAN DAERAH
Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdaspakianasas pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, meliputi :

a. kejelasan tujuan ;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
d. dapat dilaksanakan ;
e. kedayagunaan ........



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
kejelasan rumusan ; dan
keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
pengayoman ;

kemanusiaan ;

kebangsaan ;

kekeluargaan ;

kenusantaraan ;

bhinneka tunggal ika ;

keadilan ;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
ketertiban dan kepastian hukum ; dan

]. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

—~sT@ e o0 o

Selain asas sebagaimana dimaksud ayat (1), Per&arxah tertentu dapat berisi asas lain sesuai
dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersiamgku

Pasal 4

Asas dan muatan sebagaimana dimaksud Pasal 2lalaBu juga untuk pembentukan Peraturan
Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembeantieraturan Desa diatur dengan Peraturan
Daerah tersendiri.

Pasal 5

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangdahesizbagai berikut :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdh ;
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti daAdadang ;
Peraturan Pemerintah ;

Peraturan Presiden ;

e. Peraturan Daerah.

Qo op

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaidianaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengigpanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adaksimi dengan hierarki sebagaimana
dimaksud ayat (1).
BAB Il
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakakan duatu Program Legislasi Daerah.

(1)

(2)

@)

Pasal 7

Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewavakiian Rakyat Daerah dan Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakysdrah.

Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungawdd Perwakilan Rakyat Daerah
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan PefamaliRakyat Daerah.

Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungamefintah Daerah dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

(4) Ketentuan .......



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusdaa pengelolaan Program Legislasi Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan PanaBupati.
BAB IV
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Pasal 8

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh mateatan dalam rangka penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Disamping materi muatan sebagaimana dimaksud @asalateri muatan Peraturan Daerah harus
menampung kondisi khusus Daerah, serta menjabdekdim lanjut Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.

BAB V
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 10
Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati sekagala Pemerintah Daerah.
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempekara Raperda yang berasal dari Bupati diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Raperda dapat disampaikan oleh anggota Komisi, igruKomisi atau alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempekaiaRaperda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

(1) Raperda yang telah disiapkan oleh Bupati disampadengan Surat Pengantar Bupati kepada
DPRD dengan melampirkan kajian akademis.

(2) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampattah Pimpinan DPRD kepada Bupati
dengan melampirkan kajian akademis.

Pasal 14

(1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sdilakan oleh Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupatsditakan oleh Sekretariat Daerah.
Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD ampgikan Raperda mengenai materi yang
sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang dikampBPRD, sedangkan Raperda yang
disampaikan oleh Bupati sebagai bahan untuk dipdisgkan.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DewaakitennRakyat Daerah
Pasal 16
(1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPR2uier8upati.
(2) Pembahasan .......



(2)
)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
()

(1)

(2)

®3)

(4)

(1)
(@)

®3)

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud ayat l§@kpkdn melalui tingkat-tingkat
pembicaraan.

Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksudt af2) dilakukan dalam rapat
Komisi/Panitia/alat kelengkapan DPRD dan rapatppaunia.

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembahBsperda sebagaimana dimaksud ayat (3)
diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 17

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bmersdeh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Bupati.

Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarilbbadefmerdasarkan persetujuan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarkembali Raperda diatur dengan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 18

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRDBdguati disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturardba

Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud ayatlgkykén dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari sejak tanggaisetujuan bersama.

Pasal 19

Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ##etageh Bupati dengan membubuhkan
tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat ig@ (iuluh) hari dari sejak Raperda tersebut
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud ayat @K ditenda tangani oleh Bupati dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari sejak Rapetersebut disetujui bersama, maka Raperda
tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajitnidngkan.

Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud (2yatmaka kalimat pengesahannya
berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Kalimat Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimalgat (3) harus dibubuhkan pada
halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum penggadamaskah Peraturan Daerah ke dalam
Lembaran Daerah.

BAB Vi

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
SERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 20
Penyusunan Raperda dilakukan sesuai dengan teégnjkipunan Peraturan Daerah.

Tata cara dan teknik penyusunan Peraturan Daerabbd®an sama dengan tata cara penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah.

Ketentuan mengenai teknik penyusunan PeraturanaBasebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkanRinaturan Daerah ini.

BAB VIII ........



BAB VIl
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Bagian Kesatu
Pengundangan

Pasal 21

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daeaxals ldiundangkan dengan Penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

(2) Peraturan Bupati atau peraturan lain di bawahnyeal dalam Berita Daerah.

(3) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Babatjaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekudaikum mengikat pada tanggal diundangkan,
kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daewaigybersangkutan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan
Pasal 23

Pemerintah Daerah Wajib menyebarluaskan Peraturaarab yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah dan Peraturan di bawahnya yarlgdeladangkan dalam Berita Daerah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 24

Masyarakat berhak memberikan masukan secara ligan tartulis dalam rangka penyiapan atau
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan peditbeamahnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Semua Peraturan Daerah yang sudah ada sebelurar®ef@aerah ini berlaku, harus disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnyd@rla

(2) Raperda yang diusulkan oleh pemrakarsa dan telahpereleh persetujuan, tetapi pada saat
Peraturan Daerah ini berlaku belum dilakukan perakah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka segala kegiatan penyusunan Raperdiaksatiakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua Keputusan Bupati yang bersifat mengatur aida@hsada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
harus dibaca Peraturan Bupati, sepanjang tidakrdtarigan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaraiDaerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan RgacaReraturan Daerah Kabupaten Serang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam PegatuDaerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengaatié?@n Bupati.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintapkagundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatengSeran

Disahkan di Serang
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SERANG,

Capl/ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Capl/ttd

AMAN SUKARSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2005 NOMOR 705



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

.  UMUM

Bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang NdifioiTahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, makagoerya tatanan yang tertib dan teratur
antara lain di bidang pembentukan peraturan pengidadangan. Undang-undang tersebut
dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yakg b@ngenai tata cara Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, serta untuk memamamat yang terkandung dalam Pasal 22A
Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 6 KetetapanlidM&ermusyawaratan Rakyat Nomor
[1I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Reeat Perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Peraturan Daenatp merupakan aturan atau kebijakan
umum daerah yang harus ditaati, untuk terciptangiayarakat yang taat dan sadar akan hukum,
maka dalam pembentukannya memerlukan berbagaigvatay yang berkaitan dengan sistem,
asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, tekyiksopman maupun pemberlakuannya.

Selama ini dalam pembentukan Peraturan Daerah lolupéaen Serang, mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahuf gfitang Tata Cara dan Teknik
Penyusunan Perauran Daerah Kabupaten Serang, ndemouikian seiring dengan perubahan
dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia, Parat&erah dimaksud perlu diganti.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipeaggan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan’ahdbbhwa untuk pembentukan
peraturan perundang-undangan baik Peraturan Dasapun Peraturan Bupati harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atan peyabentuk yang tepat” adalah

bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dibuatentdaga/pejabat Pembentuk
Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Rer&erundang-undangan dapat
dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat olembaga/pejabat yang tidak

berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antar® gam materi muatan” adalah
bahwa dalam pembuatan Peraturan Perundang-undamgens benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan j@@saturan Perundang-
undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanak@elala bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhatigdatifiefs Peraturan Perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik sefiiasofis, yuridis, maupun
sosiologis.

Hurufe ........



Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dasikgimaan” adalah bahwa setiap

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuahakanemang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidbpamasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusaalaladbahwa setiap Peraturan

Perundang-undangan harus memenuhi persyaratans tgl@nyusunan peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kaaa #&rminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga t@kimbulkan berbagai macam

interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” admlhiva dalam proses pembentukan

Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencapassiapan, penyusunan, dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dedgamkian seluruh lapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luastiyla memberikan masukan

dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adadhlwa setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan pargah dalam rangka
menciptakan ketentraman masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” ladsdawa setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindunganpdaghormatan hak-hak
asasi manusia serta harkat dan martabat setiapawaegara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” admhiva setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan waaaksa Indonesia yang
pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjagasjpimegara kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan’ahdahhwa setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarak on@ncapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraaralad@hwa setiap materi muatan
Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukasmnal yang berdasarkan

Pancasila.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tundgel adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keeagpenduduk, agama, suku
dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaysukhya yang menyangkut
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermdstaraberbangsa, dan

bernegara.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalahwh setiap Materi Muatan
Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan s@caporsional bagi setiap
warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukaam hukum dan
pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muataati@n Daerah tidak boleh
berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasaldt@n belakang, antara lain,
agama, suku, ras, golongan, gender, atau statias. sos

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban daadtgm hukum” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menkabuketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf

Yang dimaksud dengan “asas keseimbanganrdstge, dan keselarasan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah haemeenminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan antara kepentingaridindian masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengamdpihukum Peraturan Daerah yang
bersangkutan”, antara lain :

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, teedes hukuman tanpa kesalahan,
asas pembinaan narapidana, dan asas pradugagalabe

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum peganjiantara lain asas
kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas
Pasal 6

Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menggar produk peraturan perundang-
undangan daerah tetap berada dalam kesatuan hudgiomal.

Pasal 7
Ayat (1), (2), (3), dan (4)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12 ..........



Pasal 12
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud “penyebarluasan” dalam ketentuanadalah agar khalayak ramai
mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah gdaggsdibahas di DPRD guna
memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas.

Penyebarluasan dilakukan baik melalui mediatedak seperti televisi, radio, internet,
maupun media cetak seperti surat kabar, majalahedaran.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “dipersandingkan” adalalwbadialam pembahasan, Raperda yang
disampaikan Bupati hanya untuk bahan pembanding y@mudian dipadukan dengan
Raperda yang disampaikan oleh DPRD sehingga dgdet@sil pembahasan yang baik.

Pasal 16
Ayat (1)

Dalam pembahasan Raperda, Bupati dapat mewakikexuali dalam pengajuan dan
pengambilan keputusan.

Ayat (2), (3), dan (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1), (2), (3), dan (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1), (2) dan (3)

Penyempurnaan teknik penulisan rancangan ParaRaierah yang masih mengandung
kesalahan tersebut mencakup pula format rancangratulPan Daerah.

Pasal 21
Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalanbdaram Daerah, maka setiap orang
dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 22 ........



Pasal 22

Berlakunya Peraturan Daerah yang tidak sama detagggal pengundangan, dimungkinkan
untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesipgaatur pelaksana Peraturan Daerah.

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24

Hak masyarakat dalam ketentuan ini sesuai deRgeaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 4 April 2005

Tentang : Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang

KERANGKA PERATURAN DAERAH
Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

A. Judul ;
B. Pembukaan ;
C. Batang Tubuh;
D. Penutup;
E. Penjelasan (jika diperlukan) ;
F. Lampiran (jika diperlukan).
A. JUDUL
1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
2. Judul Peraturan Daerah memuat ketentuan mengefpanis, tahun pengundangan atau
penetapan dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dacenmeimkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yaigtakkan di tengah marjin tanpa diakhiri
tanda baca.
Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

Pada judul Peraturan Daerah Perubahan ditambahdseFERUBAHAN ATAS di depan
judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ........ TAHUN ............
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ......
TAHUN .... TENTANG .........

Bagi Peraturan Daerah yang telah diubah lebih gid¢ali, di antara katBERUBAHAN dan
kata ATAS disisipkan bilangan tingkat yang menunjukan tinggarubahan tersebut tanpa
merinci perubahan-perubahan sebelumnya.



7.

Contoh :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ...... TAHUN ........
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG ...........

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai namgkadi Peraturan Daerah dapat
menggunkan judul singkat Peraturan Daerah yangatiub

Contoh :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ........ TAHUN ............
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PAJAK PERTAMBANGAN004

Pada judul Peraturan Daerah pencabutan ditambadtdanPENCABUTAN di depan nama
Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ...... TAHUN ..........

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN1993
TENTANG UANG LEGES

B. PEMBUKAAN
Pembukaan Peraturan Daerah memuat :

1
2
3
4.
5
B.

1

B.2.

. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;
. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ;
. Konsiderans ;

Dasar hukum ; dan

. Diktum

. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang MahaEsa;

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebeuma jabatan pembentuk Peraturan
Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANGBAHA ESA yang ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkatedgah matrijin.

Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ;

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis selyautdengan huruf kapital yang diletakan
di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda bacaagin

B.3. Konsiderans;

1. Konsiderans diawali dengan kaienimbang ;

2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pok&kkppikiran yang menjadi latar
belakang dan alasan pembentukan Peraturan Dearah.

3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan dbasremuat unsur-unsur filosofis,
yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakpagbuatannya.

4. Pokok-pokok ........



B.4.
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Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwatte@n Daerah dianggap perlu
untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak nremo&an tentang latar belakang dan
alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut. jubatangka 8).

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok aikirtiap-tiap pokok pikiran
dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupaksatkan pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abgah dirumuskan dalam satu kalimat
yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengada baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ............. X
b. bahwa ............. ;
C. bahwa................

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimb@angamusan butir pertimbangan
terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&kamd huruf a
dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ............

Contoh untuk peraturan perundang-undangan Dadratvdh Peraturan Daerah :
Menimbang : a. bahwa .............. ;
b. bahwa .............. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&tard huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang .........

Konsiderans Peraturan Bupati pada dasarnya cukupuatesatu pertimbangan yang
berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksandaentuan pasal atau beberapa
pasal dari Peraturan Daerah yang memerintahkan ymgarb Peraturan Bupati tersebut.
Lihat juga angka 4).

Contoh :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuanl Pasa. dan Pasal ........
Peraturan Daerah Nomor ....... Tahun ........ tentang ....... ..perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang ..............

Dasar Hukum

1.
2.

Dasar hukum diawali dengan k&feengingat.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatani@ar&erundang-undangan dan
Peraturan perundang-undangan yang memerintahkabuagam Peraturan Perundang-
undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan setlagai hukum hanya peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya sama atdutiegi.

Peraturan perundang-undangan yang akan dicabuaudlgmgaturan perundang-undangan
yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peratpeanndang-undangan yang sudah
diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak duigarkan sebagai dasar hukum.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yangikijacddasar hukum lebih dari satu,
urutan pencantuman perlu memperhatikan tata ur(iiemarki) peraturan perundang-
undangan, jika tingkatannya sama disusun secaraokigis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

6. Ketetapan .......



6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MiRRek digunakan sebagai dasar
hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan patakan peraturan perundang-
undangan yang dimaksud.

7. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundahgagan jaman Hindia Belanda
atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Beétasampai dengan tanggal 27
Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannyamaBahasa Indonesia dan kemudian
judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengamntattan nomorSaatsblad yang
dicetak miring diantara tanda baca kurung (...... ).

Contoh :

Mengingat : a. Kitab Undang-Undang Hukum DagafWetboek van Koophandel,
Staatsblad 1847:23) ;

b. .......;

8. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam anglexlaki juga untuk pencabutan
peraturan perundang-undangan yang berasal darinzdfiadia Belanda atau yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sangemgan tanggal 27 Desember
1949.

9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peratuemngang-undangan, tiap dasar
hukum diawali dengan angka Arab 1,2,3 dan seteeuslay diakhiri dengan tanda baca
titik koma (;).

Contoh :
Mengingat : 1. .............;

B.5. Diktum
Diktum terdiri atas :
1. Memutuskan ;
2. Menetapkan :
3. Nama Peraturan Daerah.
B.5.1. Memutuskan

a. KataMEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spaantara suku
kata atau huruf dan diakhiri dengan tanda bada dia (1) yang diletakkan di tengah
marjin.

Contoh :
MEMUTUSKAN :

b. Sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frase Dengarrs&ejuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG danBUPATI
SERANG (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupatiyy gidualis seluruhnya dengan huruf
kapital dan diletakkan di tengah matrjin.

Contoh :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :
B.5.2. ...........



B.5.2. Menetapkan

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kadEMUTUSK AN yang disejajarkan ke
bawah dengan katd enimbang danMengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda bisikadua (: ).

B.5.3. Nama Per atur an Daer ah

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah

kata Menetapkan dan didahului dengan pencantumas Reraturan Daerah tanpa
frase KABUPATEN SERANG serta ditulis dengan hurapkal dan diakhiri dengan

tanda baca titik (.).

Contoh :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ............ccoieiienns

C. BATANG TUBUH

Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan Daerahuabhesemua substansi Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang dirumuskan dalaath gessal.

Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikekitapdke dalam :

o o s wnhRE

Ketentuan Umum ;

Materi pokok yang diatur ;

Ketentuan Pidana (jika diperlukan) ;
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) ;
Ketentuan Penutup.

Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin ddihimmdanya bentuk KETENTUAN
LAIN atau sejenisnya. Materi yang bersangkutanpayakan untuk masuk ke dalam bab-bab
yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab terseletigan judul yang sesuai dengan materi
yang diatur.

Substansi yang berupa sanksi administratif ataldssdeperdataan atas pelanggaran norma,
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan ngemg memberikan sanksi administratif
atau sanksi keperdataan.

Jika norma yang memberikan sanksi administratifi &@perdataan terdapat pada lebih dari
satu pasal, sanksi administratif atau sanksi kepeat dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian dihindamnusan ketentuan sanksi yang sekaligus
memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sankéniatratif dalam satu bab.

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain,cagleatan ijin, pembubaran, pengawasan,
pemberhentian sementara, denda administratif, gagia paksa polisional. Sanksi keperdataan
dapat berupa, antara lain ganti kerugian.

Pengelompokan materi Peraturan Perundang-undangaraidapat disusun secara sistematis
dalam bab, bagian, dan paragraf, yang dilakukandssar kesamaan materi.

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan jiddd yang seluruhnya ditulis dengan
huruf kapital.

Contoh :
BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkaigyditulis dengan huruf dan diberi judul.

Huruf awal katabagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan
huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel gaiak terletak pada awal frase.



Contoh :
Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor
Kendaraan Gandengashan Kereta Tempelan

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dberdjudul.

Huruf awal dari katagparagraf dan setiap kata padaidul paragraf ditulis dengan huruf
kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang kiderletak pada awal frase.

Contoh :
Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturanda@griundangan yang memuat satu norma
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusurraetagkat, jelas dan lugas.

Materi peraturan perundang-undangan Daerah lebihdoramuskan dalam banyak pasal yang
singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasgl masing-masing pasal memuat banyak
ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasalrnterupakan satu rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
Huruf awal katgpasal ditulis dengan huruf kapital.
Huruf awal katgpasal yang digunakan sebagai acuan, ditulis dengan tapifal.
Contoh :
Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 @atid@k meniadakan kewajiban
membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud cRéesal 33.

Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.

Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantaradé baca kurung tanpa diakhiri tanda
baca titik (.).

Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yamgudikan dalam satu kalimat utuh.
Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acitaliscdengan huruf kecil.
Contoh :
Pasal 8
(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapakdrajuntuk satu kelas barang.

(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaladach diyat (1) menyebutkan jenis
barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yasgrghutan.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud da@n{1a diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsurardalsamping dirumuskan dalam bentuk
kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkemggunaan rumusan dalam bentuk
tabulasi.

Contoh :
Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara he$ia yang telah berusia 17 (tujuh belas)
tahun atau telah kawin dan telah terdaftar padadpémilih.



Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahamidikamuskan sebagai berikut :
Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara fredoa yang :

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telahrkadan

b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bertulasi hendaknya diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satkasmkesatuan dengan frase pembuka ;
b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) keamhdliberi tanda baca titik (.) ;

c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruflkec

d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik ki ;
e

. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur y#eigh kecil, maka unsur tersebut dituliskan
masuk ke dalam ;

f. di belakang rincian masih mempunyai rincian lelimjut diberi tanda baca titik dua ( :) ;

g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditalengan abjad kecil yang diikuti
dengan tanda baca titik (.) ; abjad kecil dengaddabaca kurung tutup; angka Arab dengan
tanda baca kurung tutup ;

h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empagkat. Jika rincian melebihi empat
tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal pa@ngangkutan ke dalam pasal atau ayat
lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudseipagai rincian kumulatif ditambahkan
katadan yang diletakkan di belakang rincian kedua dagien terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebageaiaimalternatif, ditambahkan kadtau yang
diletakkan di belakang rincian kedua dari rinciarakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagaiaimkumulatif dan alternatif, ditambahkan
frase dan atau di belakang rincian kedua dariamterakhir.

Katadan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur aacian.
Contoh :
a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, b, detesisnya.

Contoh :
Pasal 10
a..........
2 ..........
- VR ;
b. .. ; (dan, atau, dan/atau)
Co vvvervnennnns

b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjutcian itu ditandai dengan angka Arab1,
2 dan seterusnya.

Contoh :
Pasal 11



b. oo ; (dan, atau, dan/atau)

2. ........n....; (dan, atau, dan/atau)

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rinciggng mendetail, rincian itu ditandai
dengan angka a), b), dan seterusnya.

Contoh :
Pasal 12

1) ..o
(2) .vonnnn.

- TN ;

o J ; (dan, atau, dan/atau)

Coverrreeennnns

1.

2. .............; (dan, atau, dan/atau)

Q) i)

D) ................; (dan, atau)

d. Jika suatu rincian yang mendetail memerlukan rmgang lebih mendetail lagi, rincian itu
ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya.

Contoh :
Pasal 12
Q) ...
(2) e
- T ;
b. .o ; (dan, atau, dan/atau)
(o
1.
2. . ......; (dan, atau, dan/atau)
3..

=) [
D) ................; (dan, atau)

2) oo (dan, atav)



C.1. Ketentuan Umum

1.

Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. JikEndaperaturan perundang-
undangan Daerah tidak ada pengelompokan Bab, katenimum diletakan dalam pasal
(-pasal) awal.

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

3. Ketentuan umum berisi :

10.

11.

a. batasan pengertian atau definisi ;
b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam penatur

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagiab (-pasal) berikutnya, antara lain
ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, damtujua

. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Ddenddunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

Frase pembuka dalam Ketentuan Umum peraturan pemgaghdangan Daerah di bawah
Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis perag@an

Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertiannidefisingkatan atau akronim lebih
dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi mateagan angka Arab dan diawali
dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tandz Ivigik ( . ).
Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Unhanyalah kata atau istilah yang
digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pas&dhgenya.

Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat sdituneenun kata atau istilah itu diperlukan
pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau parégtehtu, dianjurkan agar kata atau
istilah itu diberi definisi pada pasal awal daribpabagian atau paragraf yang
bersangkutan.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi palutid kembali di dalam ketentuan

umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusasabgt@ngertian atau definisi di

dalam peraturan pelaksanaan harus sama denganamtratasan pengertian atau definisi
yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi ydifeksanakan tersebut.

Karena batasan pengertian atau definisi, singkatday akronim berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istilah makasdratpengertian atau definisi,
singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penghasdan karena itu harus dirumuskan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persgeganda.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketenioarm mengikuti ketentuan sebagai
berikut :

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum gitgdkan lebih dahulu dari yang
berlingkup khusus ;

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam mptkok yang diatur ditempatkan
dalam urutan yang lebih dahulu ; dan

C. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengettiatasnya diletakan berdekatan
secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

1.

2.

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung sétddab ketentuan umum, dan jika
tidak ada pengelompokan dalam bab, materi pokoly yi#atur diletakkan setelah pasal (-
pasal) ketentuan umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang l&bdil dilakukan menurut kriteria
yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yandudbi, seperti pembagian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Kejahatan .......
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(1) Kejahatan terhadap keamanan negara ;

(2) Kejahatan terhadap martabat Presiden ;

(3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya ;

(4) Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan ;
(5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, dan seterusnya.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, sepertibpgian dalam hukum secara
pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, petutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tinddeesasi dan peninjauan kembali.

c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, tsefssa Agung,Wakil Jaksa
Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1.

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatgkamjatuhan pidana atas
pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi nommaagan atau perintah.

Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatdssas umum ketentuan pidana
yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Und&hukum Pidana, karena

ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi @¢douyang dapat dipidana menurut
Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jikA dladang-Undang ditentukan lain

(Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknyaadg@edu dipertimbangkan
mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak piddrsk berupa keresahan
masyarakat maupun kerugian yang besar atau nradékipidana yang dilakukan.

Ketentuan Pidana ditetapkan dalam bab tersendit Y2AB KETENTUAN PIDANA
yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur athelum BAB KETENTUAN
PERALIHAN. Jika bab Ketentuan Peralihan tidak ad#aknya adalah sebelum BAB
KETENTUAN PENUTUP.

Jika dalam Peraturan Perundang-undangan Daerdh diddakan pengelompokan bab
per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasa terletak langsung sebelum pasal
(-pasal) yang berisi ketentuan peralihan, jika Kidala pasal yang berisi ketentuan
peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebeluml pasatup.

Pada dasarnya hanya Undang-undang dan PeraturarahDgang dapat memuat
Ketentuan Pidana.

Jika suatu Peraturan Daerah mendelegasikan peagatamcaman pidana kepada
peraturan yang lebih rendah, perlu diperhatikammiaah

a. Pendelegasian tersebut hanya dapat diberikan kémdturan Bupati ; dan

b. Peraturan Daerah yang mendelegasikan pengatursgbtgrharus menetapkan jenis
serta maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan segasiorma larangan atau perintah
yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yaegwuat norma tersebut. Dengan
demikian, perlu dihindari :

a. pengacuan kepada Ketentuan Pidana perundang-umdiigg lihat juga Huruf C.3
angka 12 ;

b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidgrehila norma yang diacu
tidak sama elemen atau unsur-unsurnya ; atau

c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tedd&pat di dalam norma-norma
yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.

Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subgekketentuan Pidana dirumuskan
dengan frase setiap orang.

Contoh: ........
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Contoh :

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hakgmeaign merek yang
sama dan pada keseluruhannya dengan merek terdaftlarorang lain atau

badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenig yioroduksi dan atau
diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pas#ipR{ana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak RP.00D.000,- (seratus juta
rupiah).

10. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subye#liittmuskan secara tegas, misalnya
orang asing, pegawai negeri, saksi.
Contoh :
Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalanepksaan perkara tindak
pidana narkotika di muka sidang Pengadilan, dimddengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingdiaRp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah).

11.Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan kaeghikasi jenis perbuatan yang
diancam dengan pidana : pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal ...... id&mpkan dengan
pidana kurungan paling lama ...... atau dengan palamydk Rp. .......

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayatélalspelanggar an.

12.Hindari penyebutan atau pengancaman dalam ketentp@lana yang dapat
membingungkan pemakai karena menggunakan pengeyiag tidak jelas apakah
kumulatif atau alternatif.
Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimaia&slid dalam Pasal 12,
Pasal 13dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan pahngal10
(sepuluh) bulan.

13.Jika suatu Peraturan Perundang-undangan Daerahnyamyat ketentuan pidana akan
diberlakusurutkan, Ketentuan Pidananya harus d#é#é@n, mengingat adanya asas

umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakémvédaketentuan pidana tidak
boleh berlaku surut.

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan dan berlaku surut
sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketenpidananya.

14.Ketentuan pidana bagi tindak pidana pelanggaramadap kegiatan bidang ekonomi
dapat tidak diatur tersendiri di dalam Undang-umdgang bersangkutan, tetapi cukup
mengacu kepada Undang-undang yang mengatur mengedak pidana ekonomi,
misalnya Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955amemiPengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).

15.Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangampun korporasi. Pidana bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijaarhkepada :

a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan

b. mereka .......
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b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidgau yang bertindak sebagai
pemimpin dalam melakukan perbuatan atau kelalagda;

c. kedua-duanya.

C.4. Ketentuan Peralihan.

1.

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadatuPsar Perundang-undangan yang
sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undarrgamudai berlaku, agar Peraturan
Perundang-undangan tersebut dapat berjalan laacaiidhk menimbulkan permasalahan
hukum.

Ketentuan peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERMN dan ditempatkan
diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PBNUP, walaupun
hanya 1 (satu) pasal. Jika dalam peraturan pergragladangan tidak diadakan
pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuahhperaitempatkan sebelum pasal
yang memuat ketentuan penutup.

Pada saat suatu peraturan perundang-undangan akagaberlaku, pada peraturan
tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibatimuiang terjadi baik sebelum, pada
saat, maupun sesudah peraturan perundang-undaragan baru dinyatakan mulai
berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedargnigsung atau belum selesai pada
saat peraturan perundang-undangan yang baru diayataulai berlaku, tunduk pada
ketentuan peraturan perundang-undangan baru.

. Didalam peraturan perundang-undangan baru, dapdakin penyimpangan sementara

bagi tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat mmuk@ang telah ada dengan
menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.

5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentang diberlakusurutkan.

6. Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku surut,typema tersebut hendaknya memuat

10.

ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukurungan hukum dan akibat
hukum dalam tenggang waktu antara tanggal penggadadan tanggal mulai berlaku
surut.

Contoh :

Selisih dari tunjangan perbaikan yang timbul akiBataturan Pemerintah ini
dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saaiggal pengundangan
Peraturan Pemerintah ini.

Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidamenfuan daya laku surut tidak
diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkl#na atau pemidanaan.

Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadaagnperaturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan yang memberi beban konkyédee masyarakat.

Penundaan sementara memuat secara tegas dannaagiain hukum, hubungan hukum,
atau akibat hukum yang dimaksud, serta jangka watigtu syarat-syarat bagi berakhirnya
penundaan sementara itu.

Contoh :

Izin eksport rotan setengah jadi yang telah dik&lma berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor ....... Tahun ..... masih tetap berlakuk jangka waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan RareRemerintah ini.

Hindari rumusan dalam Ketentuan peralihan yangy@asmemuat perubahan diam-diam
atas ketentuan peraturan perundang-undangan larub&han ketentuan peraturan
perundang-undangan hendaknya dimuat dalam penggréda Ketentuan Umum atau
dilakukan dengan membentuk peraturan perundangagadgperubahan.

Contoh ...........
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Contoh rumusan ketentuan peralihan yang harusdhii :
Pasal 35

(1) Desa yang disebut dengan nama lainnya setingkgdebesa yang sudah ada pada
saat mulai berlakunya Undang-undang ini dinyatadelmagai Desa menurut Pasal 1
huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

1.

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakka. tidak diadakan pengelompokan
bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasaapbprakhir.

. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuagemesn

a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang naglakan peraturan perundang-
undangan ;

b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabpgasturan perundang-undangan
yang telah ada ;

c. nama singkat ; dan
d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan perapgeundang-undangan yang

bersifat :

a. menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pdjsdsgentu yang diberi kewenangan
untuk memberikan izin, mengangkat pegawai danl&m-

b. Mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian keamgan untuk membuat peraturan
pelaksanaan.

. Bagi nama peraturan perundang-undangan yang padgpad dimuat ketentuan mengenai

nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatilkd+hhl sebagai berikut :
a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang benstamgtidak perlu disebutkan ;

b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akror@ouddi jika singkatan atau akronim
itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkarngadegertian.

. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peratyrarundang-undangan yang

sebenarnya sudah singkat.

Contoh nama singkatan yang kurang tepat :

(Undang-undang tentang Bank Sentral)

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-UndangtenBank Indonesia”.

. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh nama singkat yang kurang tepat :
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Undang-undang ini dapat disebut dengan “Undangaméentang Peradilan Administrasi
Negara”.

. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangjan berlaku pada saat peraturan

yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan.

.Jika ada penyimpangan terhadap saatulainbberlakunya peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan pada saat diundangkamiatnumkan, hal itu dinyatakan
secara tegas di dalam peraturan yang bersangketeyaual :

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akéakber
Contoh :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 14800.
b. Menyerahkan ........
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. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya keyedturan lain yang tingkatannya

sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, ataugturan lain yang lebih rendah.
Contoh :
Saat mulai berlakunya Undang-undang ini akan giketa dengan Keputusan Presiden.

Hindari penggunaan rumusan “Undang-undang ini kerkfektif atau ditetapkan pada
tanggal .......... ”

9. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan pergndalangan adalah sama bagi
seluruh Bagian Peraturan Perundang-undangan darnulselvilayah Negara Republik
Indonesia.

Contoh :
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ding&an.

10.Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peratpeanndang-undangan hendaknya
dinyatakan secara tegas dengan :

a.

Menetapkan bagian-bagian mana dalam peraturan geergrundangan ini yang
berbeda saat mulai berlakunya.

Contoh :
Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Byd®R], (3) dan (4)
mulai berlaku pada tanggal .......

Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagyalil Negara tertentu.
Contoh :
Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151gyaiulai berlaku
untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal .........

11.Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan pergndatangan tidak dapat ditentukan
lebih awal dari pada saat pengundangannya.

12.Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukanysaraperundang-undangan lebih awal
dari pada saat pengundangannya (berlaku surul), giperhatikan hal sebagai berikut :

a.

ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pitaiajenis, berat, sifat, maupun
klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.

. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku stuuterhadap tindakan hukum, dan

akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimaiaim ketentuan peralihan.

. Awal dari saat mulai berlakunya peraturan perundampngan sebaiknya ditetapkan

lebih dahulu dari saat rancangan peraturan pergadadangan tersebut mulai
diketahui oleh masyarakat, misalnya saat ketikacBagan Peraturan Daerah itu
disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidakhhitetapkan lebih awal dari pada saat
mulai berlakunya peraturan yang mendasarinya.

14.Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak ldikger lagi dan diganti dengan
peraturan perundang-undangan baru harus secara negjacabut peraturan perundang-
undangan yang tidak diperlukan itu.

15. Peraturan perundang-undangan hanya dapat digdngan peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

16.Pencabutan peraturan perundang-undangan Daerahgarde peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukéga jperaturan perundang-undangan
yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampuemkali seluruh atau sebagian materi
peraturan perundang-undangan lebih rendah yangudida.

17. Untuk ......
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17.Untuk mencabut peraturan perundang-undangan Dgarahtelah diundangkan dan telah
mulai berlaku, gunakan frasinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, uraratDaerah Nomor
............ Tahun ....... tentang ................ (Lembaran Daerah Tahu.....
Nomor .....) dinyatakan tidak berlaku.

18.Untuk mencabut peraturan perundang-undangan Daenadp telah diundangkan tetapi
belum mulai berlaku, gunakan frase dinyatakan ititegmbali.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, itaraDaerah Nomor ..........
Tahun ...... tentang ........ (Lembaran Daerah Tahun ...... molo........... )
dinyatakan ditarik kembali.

19.Penghapusan peraturan perundang-undangan Daerdhkhga tidak dirumuskan secara
umum, Rumusan harus menyebutkan dengan tegas fergterundang-undangan mana
yang dihapus.

Contoh :
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Ordonansi Perburuan/achatordonantie 7931, Staatsblad 1931
133) ;

2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang L{@ierenbeschermings
Ordonantie 1931, Staatsblad 1831 : 134) ;

3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madydf@achtordonantie Jawa en
Madoera 1940, Staatsblad 1940:733) ;

4. Ordonansi Perlindungan AlaifNatuwbeschermingsordonantie 1941
Staatsblad 1941:167)

Dinyatakan tidak berlaku.

20.Penghapusan peraturan perundang-undangan Daeralakhga disertai pula dengan
penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksaatau Keputusan yang telah
dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Contoh :
Pasal 45
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sepewaturan perundang-
undangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksdaaaPeraturan Daerah
Nomor ....... Tahun ...... tentang ............. (Lembaran Daeramir ....... )
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidalebtmgan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.
D. PENUTUP

1. Penutup peraturan perundang-undangan Daerah memuat

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan rpergiarundang-undangan Daerah
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang ;

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan pep&turagiang-undangan ;
c. pengundangan atau pengumuman peraturan perunddaggan ;
d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan ......
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2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan rpergberundang-undangan Daerah
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang berburggaeberikut :

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagngan ................ (jenis peraturan
perundang-undangan Daerah) ........ ini dengan penampg dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Serang.

3. Pengundangan atau pengumuman peraturan perunddaggam Daerah memuat:
a. tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman ;
b. nama jabatan (yang berwenang mengundangkan atagumamkan) ;
c. tanda tangan ; dan
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tangadgel pangkat.

4. Tempat tanggal pengundangan atau pengumuman i@eragperundang-undangan Daerah
diletakan sebelah kiri (dibawah penandatanganaggsaiman atau penetapan).

5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dalamif kapital. Pada akhir nama jabatan
diberi tanda baca koma (,).

Contoh :
Diundangkan di ........
pada tanggal .............
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

tanda tangan

NAMA

6. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaranababeserta tahun dan nomor dari
Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

7. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Seranig deluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ....NOMOR....

1. HAL-HAL KHUSUS
A. PENJELASAN
1. Setiap Peraturan Daerah memerlukan penjelasan

2. Peraturan perundang-undangan di bawah Peraturaatbdapat memuat Penjelasan, jika
diperlukan.

3. Pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan pegdaddangan Daerah tidak dapat
dijadikan sebagai sandaran dari materi pokok yaatyiddalam batang tubuh. Karena itu
penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh halas gan tidak menimbulkan
keragu-raguan

4. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasamhuktuk membuat peraturan lebih
lanjut. Karena itu hindari membuat rumusan normadatthm bagian penjelasan.

5. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atéeyinertentu.

6. Naskah penjelasan disusun bersama-sama denganspeaguRancangan Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang bersangkutan.

7. Judul ......
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7. Judul Penjelasan sama dengan judul peraturan pergathdangan Daerah yang

8.

10.

11.

12.

13.

14.

bersangkutan.
Contoh :
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ........ TAHUN .........
TENTANG

Penjelasan peraturan perundang-undangan Daerah ahepanmjelasan umum dan
penjelasan pasal demi pasal.

Rincian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal desal Rliawali dengan huruf
Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :
. UMUM
[I. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Umum memuat uraian sistimatisngereai latar belakang pemikiran,
maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundatagpgan.

Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberiona@langan angka Arab, jika hal ini
lebih memberikan penjelasan.

Contoh :
. UMUM
1. Dasar Pemikiran

2. Pembagian Wilayah

3. Wilayah Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Wilayah Administraif

5. Penjelasan

Bila dalam Penjelasan Umum dimuat penunjukan katpean perundang-undangan lain
atau dokumen lain, hendaknya penunjukan itu dilepgkiengan keterangan mengenai
sumbernya.

Dalam menyusun Penjelasan Pasal demi Pasal ppdthdiikan agar penjelasan itu :
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang dasdlam batang tubuh ;

b. tidak memperluas atau menambah norma-norma yandadaiam batang tubuh ;

c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok geatgr dalam batang tubuh ;
d

. tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertyang telah dimuat di dalam
Ketentuan Umum.

Setiap pasal, ayat atau butir yang berurutan yatak tmemerlukan penjelasan maka
ditulis Cukup jelas.

Contoh: ...........
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Contoh :
Pasal ...
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas

B. PENYIDIKAN

1.

Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangpadkePenyidik Pegawai Negeri
Sipil departemen atau instansi tertentu untuk nwkypelanggaran tertentu terhadap
ketentuan Undang-undang atau Peraturan Daerah.

Ketentuan Penyidikan hanya boleh dimuat di dalanddog-undang dan Peraturan
Daerah.

Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabdénta sebagai penyidik
hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenamgnyidik umum untuk
melakukan penyidikan.

Contoh :

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undangagntilomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat PegawgerNSipil tertentu di
lingkungan ....... (departemen atau instansi) ..... dajiaerikan kewenangan
untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggésdmadap ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undangan ini.

Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketenpidana atau jika dalam Undang-
undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan pengelan, ditempatkan pada pasal-
pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

1.

Jika ada peraturan perundang-undangan Daerah lamg tjdak diperlukan lagi dan
diganti dengan peraturan perundang-undangan baratupan perundang-undangan yang
baru harus secara tegas mencabut peraturan peginddangan yang tidak diberlakukan
itu.

Peraturan perundang-undangan Daerah pada dasaemgea flapat dicabut melalui
peraturan perundang-undangan yang setingkat.

Pencabutan melalui peraturan perundang-undangaralbgang tingkatnya lebih tinggi
dilakukan jika peraturan perundang-undangan Daeyahg Ilebih tinggi tersebut
dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atdagsen dari materi peraturan
perundang-undangan Daerah yang lebih rendah yaabutiitu.

Jika peraturan perundang-undangan Daerah baruatngrkembali suatu materi yang
sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutaiypan perundang-undangan Daerah
itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketarngenutup dari peraturan perundang-
undangan Daerah yang baru, dengan menggunakananrmimyatakan tidak berlaku.

Jika pencabutan peraturan perundang-undangan Dablatukan dengan peraturan
pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan ityaharemuat 2 (dua) pasal yang ditulis
dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidakkioenya peraturan perundang-
undangan Daerah yang sudah diundangkan atau dikamutetapi belum mulai
berlaku.

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai beplakaturan perundang-undangan
Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh: .........
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Contoh :

Pasal 1
Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun ..... tentang .......entharan Daerah Kabupaten
Serang Tahun .... Nomor ........ ) dicabut dan dinyatdidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Peraturan perundang-undangan Daerah atau keteydungntelah (pernah) dicabut, tidak
otomatis berlaku (hidup) kembali, meskipun peratyrarundang-undangan Daerah yang
mencabutnya dikemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH.

1.

Perubahan peraturan perundang-undangan Daerahldilakiengan :

a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam pearpgamdang-undangan Daearah
; atau

b. menghapus atau mengganti sebagian materi perunaefaggan Daerah.
Perubahan peraturan perundang-undangan Daerahdilagakan terhadap :

a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, parggsd) dan/atau ayat ; atau
b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tahdca.

Jika peraturan perundang-undangan Daerah yang dinf@mpunyai nama singkat,
peraturan perundang-undangan Daerah perubahan depaigunakan nama singkat
peraturan perundang-undangan Daerah yang diubah.

Pada dasarnya batang tubuh peraturan perundanggard®aerah perubahan terdiri atas
2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

Contoh :
Pasal |

Pasal | memuat judul peraturan perundang-undangaeral yang diubah, dengan
menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan detéada baca kurung ( (....) ) serta
memuat materi atau norma yang diubah. Jika matubahan lebih dari satu, setiap
materi perubahan dirinci dengan menggunakan angila @,2,3 dan seterusnya).

Contoh :
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomofmahun ..... tentang
.............. (Lembaran Daerah Tahun ....... Nomor ....... ) diubsebagai

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya...bherbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhanmiarbe sebagai berikut :
Pasal 8

3. Ketentuan ........
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3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhaneyluryi sebagai
berikut :

Pasal 11

4. dan seterusnya ...........

6. Jika peraturan perundang-undangan Daerah telahaldildbih dari satu kali, Pasal |
memuat selain mengikuti ketentuan pada nomor 5fharjuga tahun dan nomor dari
peraturan perundang-undangan Daerah perubahan a@amgserta Lembaran Daerah
diletakkan diantara tanda baca kurung ((....)) damaidengan huruf (abjad) kecil (a,b,c
dan seterusnya).

Contoh :
Pasal |

Peraturan Daerah Nomor .... Tahun .... Tentang .... (lszarb Daerah
Kabupaten Serang Tahun .... Nomor .... ) yang teldbefapa kali diubah
dengan Peraturan Daerah :

1. Nomor ....... Tahun ..... (Lembaran Daerah Tahun ....... Nomo...) ;
2. Nomor ........ Tahun ..... (Lembaran Daerah Tahun ....... Nomo...) ;
3. Nomor ........ Tahun ...... (Lembaran Daerah Tahun ...... Nomor.).

7. Pasal Il memuat ketentuan tentang saat mulai herlak

1. RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

1. Bahasa perundang-undangan Daerah pada dasarnyak tkegada kaidah tata bahasa
Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kaenyysunan kalimat, maupun
pengejaannya, namun demikian bahasa perundangwgemd®aerah mempunyai corak yang
bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertiaglugasan, kebakuan, keserasian, dan
ketataasasan sesuai dengan kebutuhan hukum.

2. Teknis penulisan peraturan perundang-undangan Dga@a dasarnya mengikuti pedoman
penggunaan bahasa Insonesia yang ditetapkan bexalagaeraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundangigadaDaerah digunakan kalimat
yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.
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V. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN
PERATURAMERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ...... TAHUN ....... } 1 ¥ Spasi
TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)
2 Spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 2 Spasi
BUPATI SERANG,
3 Spasi

Menimbang :a. bahwa /..., } 1 Spasi

} 1 % Spasi
C. baNWa ... }1 Spasi
} 1 % Spasi

d. dan seterusnya ...............
} 2 Spasi
MENGINGAt L. oo e } $pasi
} 1 ¥ Spasi
2 e } 1 Spasi
} 2 Spasi
3. dan seterusnya..................
} 2 Spasi
Dengan Persetujuan Bersama
2 Spasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
1% Spasi
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dan
} 1Y% Spasi
BUPATI SERANG
} 2 Spasi
MEMUTUSKAN :
2 Spasi
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ............... (NanReraturan Daerah)
2 Spasi
BAB | }
JUDUL 1% Spasi
Pasal 1 2 Spasi
} 1%~ Spasi
} 1 Spasi
dan seterusnya } 2 Spasi
2 Spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah ini dengan '
Penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatengSeran L opas
3 Spasi
Disahkan dr&wy
pada tanggal } 1 % Spasi

BUPATI SERANG\} 2 Spasi

Tanda tangar>

5 Spasi

NAMA /

Diundangkan .......
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Diundangkan di Serang
} 1 Y2 Spasi

} 2 Spasi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,

Tanda tangan

NAMA
3 Spasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN......... NOMOR...........

5 Spasi
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B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ........ TAHUN ........
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ........ TAHUN ........ TENTANG
(untuk perubahan pertama)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ........ TAHUN ........ TENTANG ........
(untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a.bahwa ...
b bahwa ...
c. dan seterusnya ..........

Mengingat O
2. .

3. dan seterusnya............

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN : ..........
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAKE ........... PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG.....

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor. .Tahun ..... tentang
....... diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal ...... (bunyi rumusan tergantung kegeyl

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaidfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkagysetangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupatang.

Disahkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERA&N

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Serang

padatanggal ................
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN ...... NOMOR ......
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V. BENTUK DAN UKURAN LEMBARAN DAERAH
PERATURAMERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang :a. bahwa /...,

D. bahwa ...,
c. dan seterusnya ...............

MENGINGAL L. oot e
2 e e
3. dan seterusnya..................

Dengan Persetujuan Bersama

;

\

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG} 1% Spasi

MEMUTUSKAN :

} .
}3 Spas
;

}

1 Y2 Spasi

2 Spasi

1 Spasi
1Y Spasi

2 Spasi

1 Spasi
1Y% Spasi

} 2 Spasi

} 2 Spasi
} 2 Spasi

} 2 Spasi

Menetapkan : .........
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ............... (NanReraturan Daerah)
2 Spasi
BAB | }
JUDUL 1% Spasi
Pasal 1 } 2 Spasi

1% Spasi
} 1 Spasi

dan seterusnya } 2 Spasi

2 Spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah ini dengan
1 Spasi
Penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatergSeran
3 Spasi
Disahkan dr&wy
pada tanggal } 1 % Spasi

BUPATI SERANG\} 2 Spasi

Tanda tangar} 5 Spasi

NAMA
Diundangkan di Serang
pada tanggal } 1 Y Spasi

2 Spasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,

Tanda tangan
5 Spasi
NAMA
3 Spasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN......... NOMOR...........
BUPATI SERANG,

BUNYAMIN



